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<b>ABSTRAK</b><br>

Pembangunan selain menimbulkan dampak positif yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia,
juga menimbulkan dampak negatif yang disebut dengan risiko, seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan. Oleh karenaitu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya diutamakan faktor ekonomi,
akan tetapi harus pula diperhatikan faktor lingkungan hidup, sehingga pembangunan itu disebut dengan
pembangunan yang berwawasan lingkungan.

<br><br>

Salah satu sektor pembangunan yang sedang dan terus digalakkan oleh pemerintah, baik secara nasional
maupun internasional adalah sektor industri dan perdagangan. Liberalisasi perdagangan, selain memberikan
manfaat bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi
lingkungan hidup sebagal akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

<br><br>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan perdagangan internasional, implikasi perdagangan
internasional terhadap kelestarian fungsi hutan dan pengaturan perdagangan hasil hutan di Indonesia.
<br><br>

Penelitian ini merupakan penelitlan normatif dengan penelaahan deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-
asas hukum dalam bidang perdagangan internasional yang terkait dengan upaya perlindungan hutan di
Indonesia. Pengumpulan data hanya ditakukan dengan studi dokumen di perpustakaan, terhadap bahan-
bahan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

<br><br>

Hasil penelitian menunjukkan bahwalliberalisasi perdagangan, selain memberikan peluang ekspor bagi
produk hasil hutan Indonesia, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungs hutan. Hal ini
sebagal akibat dari eksploitasi hutan alam yang melampaui daya dukung lingkungan (overcutting), konversi
hutan alam, serta proses produksi yang tidak memperhatikan lingkungan. Salah satu upaya harmonisasi
antara kepentingan perdagangan dengan perlindungan hutan adalah dengan menerapkan kebijaksanaan
ecolabelling. Program ini belum merupakan kewajiban hukum bagi produsen, melainkan syarat lingkungan
yang ditentukan oleh konsumen. Namun demikian, program ecolabelling dapat diterima dan diteruskan
dalam upaya.perlindungan hutan. Peraturan perundang-undangan secara- khusus tentang ecolabelling di
Indonesia belum ada, namun sebagai acuan penerapannya adalah undang-undang tentang pengel olaan
lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
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